
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025
2026

2027 2028 2029 ST T S R SR

1 Tingkat kemiskinan % 8,67 7.95-8.1
7.85-

7.90
7.4-7.5 7-7.41

6.45-

6.75
6-6.4 7,78 7,78 100,00 V

1 100,00

1 Nilai IKM Perangkat Daerah % 86,71 87,0 87,01 87,02 87,03 87,04 87,05 89,98

89,98 100

V

Adanya Pelayanan 

dengan Sistem 

Layanan Rujukan 

terpadu (SLRT), 

adanya partisipasi 

masyarakat sebagai 

pengguna layanan 

dalam menilai kinerja 

penyelenggara 

pelayanan

adanya peningkatan 

jumlah pemerlu 

pelayanan 

kesejahteraan sosial 

(PPKS) yang harus 

ditangani 

memerlukan waktu 

dan sumber daya 

yang besar, 

kurangnya sarana 

dan prasarana, 

kurangnya informasi 

publik  terkait 

persyaratan 

pelayanan

optimalisasi sarana 

dan prasarana dan 

publikasi informasi 

pelayanan

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah % 67,80 70 72 74 76 78 80 78,20 78,20 100,00 V 1.	adanya 

keselarasan 

(cascading) yang jelas 

antara tujuan dan 

sasaran strategis 

Dinas Sosial dengan 

program/kegiatan;

2.	adanya evaluasi 

akuntabilitas kinerja 

internal;

3.	adanya teknologi 

informasi dan 

komunikasi sehingga  

akses terhadap 

informasi mengenai 

kegiatan dan 

anggaran pemerintah 

menjadi lebih mudah, 

memungkinkan 

kontrol publik yang 

lebih besar.

1.	belum tersusun 

Laporan Monev 

Renaksi;

2.	belum terdapat 

penyesuaian aktivitas 

pada Rencana Aksi 

Tahun 2025;

3.	belum terdapat 

penyesuaian aktivitas 

pada Renaksi atas 

monev triwulanan 

yang telah dilakukan.

1.	menyusun 

Laporan Monev 

Renaksi 2025;

2.	menyesuaikan 

Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025;

3.	menyempurnakan 

Rencana Aksi Tahun 

2025.

Sosial

1 Persentase penanganan 

perlindungan dan jaminan 

sosial. rehabilitasi sosial 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

dan pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

% 84,06 84,065 84,5 85,1 85,9 86,7 87,5 91,44 99,84 100 V akumulasi realisasi 

Persentase Pemerlu 

PPKS yang ditangani 

ditambah realisasi 

Cakupan 

pemberdayaan PSKS 

Perorangan, 

Keluarga, 

Masyarakat, dan 

kelembagaan dalam 

usaha kesejahteraan 

sosial di bagi 2

Telah teridentifikasi 

kebutuhan PPKS 

melalui pemberian 

perlindungan dan 

jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial dan 

pemberdayaan sosial

1. Belum optimalnya 

pemutakhiran data 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) yang 

menyebabkan 

ketidaktepatan sasaran 

dalam memberikan 

bantuan sosial;

2. Kurang optimalnya 

PSKS dalam melakukan 

pendampingan sosial 

dalam penyelenggaraan 

Usaha Kesejahteraan 

Sosial (UKS);

1.	Pemerintah Desa 

wajib melakukan 

pemutakhiran data 

melalui Data Tunggal 

Sosial Ekonomi 

Nasional. Dengan 

adanya verifikasi 

validasi dan 

pengelolaan data 

yang baik Dinas 

sosial memiliki data 

base yang valid 

sehingga bisa 

digunakan dalam 

penentuan kebijakan;

2.	Memberikan 

penguatan kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia PPKS;

3.	Meningkatkan 

peran serta 

masyarakat dan 

koordinasi lintas 

sektor dalam 

melindungi kelompok 

rentan seperti anak 

terlantar dan korban 

kekerasan.

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

Capaian 

s.d TW 

II 2026

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja
Rumus 

Pengahitungan 

Indikator

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Percapaian 

Target Kinerja 

Tahun 2026 dan 

Penanganan Masalah

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN II TAHUN 2026

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



82,87 99,68

100 100

2 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) 

yang ditangani

% 68,12 68,13 69 70,2 72,8 73,4 75 82,87 99,68 100 V Jumlah  realisasi 6 

penanganan PPKS di 

bagi 6

Adanya dukungan 

pelayanan 

kesejahteraan sosial 

bagi PPKS terdiri 

beberapa kegiatan 

baik yg bersumber 

dari APBD II dan 

APBD I 

Terdapat beberapa 

kegiatan yg belum 

dapat dilaksanakan 

dikarenakan 

menunggu penetapan 

perubahan dan 

kegiatan yang bersifat 

respon kasus

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi 

PPKS secara 

berkelanjutan

497,22 598,1

6 6

 Program Pemberdayaan 

Sosial 

 Meningkatnya 

pemberdayaan sosial 

1  Cakupan pemberdayaan PSKS 

Perorangan. Keluarga. 

Masyarakat. dan kelembagaan 

dalam usaha kesejahteraan 

sosial 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah PSKS  

perorangan dan , 

keluarga dan 

masyarakat yang 

melaksanakan 

kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial 

di bagi dengan 

jumlah PSKS 

perorangan, keluarga 

dan masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan.

PSKS perorangan, 

keluarga dan 

masyarakat exsis 

melaksanakan 

kegiatan usaha 

Kesejahteraan 

Sosial secara 

mandiri dalam 

meningkatkan 

Kesejahteraan PSKS

Belum optimalnya 

tenaga profesional 

dibidang 

kesejahteraan 

sosial yang berada 

di masyarakat

Diperlukan 

dukungan 

pemerintah dengan 

lebih sering  

mengadakan 

pembinaan dan  

diklat di bidang 

Kesejahteraan 

Sosial bagi PSKS

148 298

148 298

 Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak 

Kekerasan 

 Meningkatnya layanan 

penanganan warga 

negara migran korban 

tindak kekerasan 

2  Persentase Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota 

untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Warga 

migran yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Warga Migran se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya kerjasama 

yang baik antara 

Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, 

TKSK, dan Dinas 

Sosial untuk 

menindaklanjuti 

laporan dari 

Masyarakat

Belum dapat 

diberikan bantuan 

secara maksimal 

karena belum 

dapat dilakukan 

intervensi lebih 

lanjut

Melaksanakan 

asesmen secara 

mendalam kepada 

klien yang layak 

diberikan bantuan 

sosial dan 

melakukan 

pendampingan 

lebih lanjut

5 1

5 1

 Program Rehabilitasi 

Sosial 

 Meningkatnya 

rehabilitasi sosial 

3  Persentase anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Anak 

Terlantar yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan Anak 

Terlantar se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya koordinasi 

dan kerjasama dari 

lintas sektor terkait 

penanganan kasus 

terhadap anak 

terlantar

Berkurangnya SDM 

yang khusus 

menangani kasus 

anak terlantar

Terus melakukan 

koordinasi dan 

kerjasama dengan 

berbagai pihak 

dalam upaya target 

di bidang anak 

terlantar

643 98

643 98Jumlah  anak terlantar dikali 100%.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

Jumlah PSKS perorangan, keluarga, masyarakkat dan kelembagaan yang melaksanakan kegiatan 

usaha kesejahteraan sosial

Jumlah Psks Perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan x 

100%.

Jumlah  anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

akumulasi realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani ditambah realisasi Cakupan 

pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial 

Cakupan pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial

Jumlah  realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  

Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan 

layanan perlindungan sosial;  Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi. ) 

6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  Disabilitas terlantar, Lanjut 

Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar 

panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial;  

Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi.) 

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



4  Persentase Warga Negara 

penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Penyandang 

Disabilitas yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Penyandang 

Disabilitas se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya layanan 

terapi bagi 

penyandang 

disabilitas di 

Sentra Terpadu 

Kartini

terdapat syarat 

administrasi yang 

belum sesuai 

dengan kondisi 

sebenarnya

Membuka layanan 

Rumah Terapi di 

Dinas Sosial 

197 105

197 105

5  Persentase Warga negara lanjut 

usia terlantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Lanjut Usia 

yang terlayani dibagi 

Jumlah Aduan Lansia 

se Kabupaten 

Temanggung.

Adanya kerjasama 

yang baik antara 

Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Pendamping 

Rehabilitasi Sosial, 

TKSK, dan Dinas 

Sosial untuk 

menindaklanjuti 

laporan dari 

Masyarakat

Sulitnya mencari 

rujukan panti bagi 

lansia karena 

kuota yang sudah 

penuh

Memberikan 

pendampingan dan 

bimbingan kepada 

keluarga serta 

menjalin koordinasi 

dengan panti sosial 

lansia

132 60

132 60

6  Persentase Warga Negara 

gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Gelandangan 

dan pengemis yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Gelandangan dan 

pengemis yang 

memperoleh 

rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial 

diluar panti

Kerjasama antara 

SDM UPTD rumah 

singgah dan 

kerjasama dengan 

instansi terkait 

semakin kuat 

sehingga 

penanganan PPKS 

cepat tertangani

Kendaraan 

operasional 

mengalami 

kerusakan 

sehingga tidak 

dapat 

dipergunakan 

keluar kota dalam 

rangka 

pendampingan 

PPKS

Peminjaman 

kendaraan 

operasional di 

bidang lain atau 

disekretariat Dinas 

Sosial guna 

mendukung 

terlaksananya 

kegiatan 

penanganan PPKS

82 33

82 33

 Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 Meningkatnya 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

7  Persentase desa/kelurahan 

yang aktif melakukan 

pemutakhiran data terpadu 

penanggulangan kemiskinan

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah desa dan 

kelurahan 

melakukan 

pemutakhiran data 

terpadu 

penanggulangan 

kemiskinan  dibagi 

Jumlah seluruh 

desa dan kelurahan 

Peran serta 

pendamping sosial 

dalam proses 

pemutakhiran data

Kekosongan 

Petugas 

pemutakhiran data

Melaksanakan 

monitoring petugas 

pemutakhiran data 

desa/kelurahan

289 289

289 289

8  Persentase penerima UEP 

perorangan dan UEP KUBE yang 

aktif 

 % 86 86 86 86 86 86 86 97,22 98,10 100,00 V Jumlah UEP dan 

KUBE yang aktif 

dibagi jumlah UEP 

dan KUBE yang 

menerima bantuan 

dikali 100%

Peran pendamping 

KUBE yang terus 

melakukan 

Pendampingan 

Sosial selama 

KUBE menjalankan 

usahanya melalui 

peran pendamping 

dalam memberikan 

saran masukan 

motivasi atas 

permasalahan 

dalam mengelola 

usaha kelompok

Ada beberapa jenis 

usaha yang 

mengalami kendala 

pemasaran (usaha 

warung, olahan 

makanan) dan 

pemeliharaan 

(Ternak) 

Memberikan 

motivasi atau 

merujuk kepada 

SDM yang 

kompeten 

(penyuluh 

peternakan, 

Dinkopdag)

140 207

Jumlah gelandangan dan pengemis  di luar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial X 100%

Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 

Jumlah desa dan kelurahan x 100%

Jumlah UEP dan KUBE yang aktif

Jumlah disabilitas diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah penyandang disabilitas dikali 100%.  

Jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%

Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial 



144 211

 Program Penanganan 

Bencana 

 Meningkatnya 

perlindungan sosial 

korban bencana 

9  Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat 

bencana daerah kabupaten/ 

kota 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah korban 

bencana yang 

mendapatkan 

layanan perlindungan 

sosial dibagi jumlah 

korban bencana 

dikali 100%.

Kerjasama lintas 

sektoral berupa 

bantuan paket 

makanan dari 

berbagai elemen 

seperti Dinas Sosial 

Provinsi Jawa 

Tengah dan PSKBA 

Kementerian Sosial 

oleh Sentra 

Terpadu Kartini 

Temanggung

Beberapa wilayah 

belum memiliki 

relawan sehingga 

penanganan 

bencana sedikit 

terhambat

Perekrutan relawan 

taruna siaga 

bencana untuk 

wilayah rawan 

bencana

673 174

673 174

    Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 

 Meningkatnya tata 

kelola taman makam 

pahlawan 

10  Persentase terpeliharanya 

Taman Makam Pahlawan 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah TMP yang 

berada di kabupaten 

temanggung di bagi 

dengan jumlah TMP 

yang dipelihara

Pemeliharaan 

kebersihan dan 

perawatan TMP 

masih terlaksana 

dengan baik.

Masyarakat sekitar 

masih belum 

/kurang terlibat 

dengan kegiatan 

pemeliharaan TMP

Melibatkan 

masyarakat dan 

pemberian edukasi 

kepada warga 

sekitarnya untuk 

ikut menjaga dan 

memelihara 

kebersihan 

maupun fasilitas di 

TMP

2 2

2 2

4 100,00 4 0 0 0 0

10 100,00 10 0 0 0 0

14 100,00 14 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status
Sangat Tinggi 91% ≤ 100%

Tinggi 76% ≤ 90%
Sedang 66% ≤ 75%
Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50%

JUMLAH  INDIKATOR DINAS SOSIAL RATA-RATA CAPAIAN DINSOS

Temanggung,      Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo, AP, M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197508051993111001

Jumlah korban bencana dikali 100%       

Jumlah TMP di Kabupaten Temanggung 

Jumlah TMP yang dipelihara  X 100 %
JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial           



CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG


